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ASUS SABU : SEBUAH TINJAUAN
ANTROPOLOG! Di BIDANG HUKUM

Bernard L. Tanya

*Perinan fuifaim pzdana sefmga; alat pengendakan'
sosial alavpun sebagai alat rekayasa untul merubah
masyaralkat menvju kearak moa’em untuk memarii
kefentuan-kelentuan hukusn, namim bagi masyarakat
pedesann dirasakan tidak menghasilkan pengaruk

- peraturan’ yang dikadirkan tidek tumbuh’ sesuai

-dengar kasifikasi budaya yang berlaku, dlmana
ketenivan yang digtur bukum. pidens mempakan

© wnsur baru’ yang . mungkzn belum _membudaya,

ma.syamkaf sangat fterbaias. Dalom tulisan ini
penudis mencoba mengkaji pemasaiahazz apakafz
norma-norma den pranata hukum pidana sebagai
sarang pengeiur dapal diterima dalam masyarakat
adet, khususnya pade moasyorakat Sabu, NTT.

Pada tahun 1991 penulis melakukan studi pada sebuah masyarakat
hukum adat, yaitu di Sabv', dengan tema : Budaya dan Hukum Pidana.
Temuan dalam studi itu menunjukkan bahwa peranan hukum pidana
sebagai-alat pengendalian sosial, ataupun’sebagai alat rekayasa ke arah
modernisasi, boleh dikatakan tidak menghasilkan pengaruh yang positif.
ngkah laku sosial warga komuniti dalam berinteraksi dan berintegrasi,
dlpengarum dan berorientasi pada nilai-nilai dan norma-norma adat
kebiasaan. Sistem hukum yang dipakai dalam mengatur warga komuniti,
tampak tidak dapat menghasilkan penyelesaian yang positif, terutama

! Penelitian dimaksud merupakan bagian dasi kegiatan penyusunan tesis. J udul lengkap dar
karya tersebut ialah "Dialog Antara Budays dan Hulanm Pidana : Kasus Masyarakat Adat di Sabu,
Kupeng NTT". Pulau Sabu adalah kepulavan yang paling jauh jaraknya dari pusat pemerintahan
Kota Administratif Kupang. Luas pulau tersebut kurang lebih 600 km2 dengan peaduduk sebanyak
59472 jiwa {1990) yang tersebar pada dua kecamatan dengan 40 desa Mata pencaharian utama
mandindil adalakh metant renvsdan Inntar menecasas Jodanm ol Fao remdmer el

yeng positif. Hal ini disebabkan isi den jiwa

Tambehan, kzgx dengen tingkof pengetehuan warga_

i
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' ;_daiam miényelesaikan atau menangam kasus yang terjadi diantara paraf--
warga, Demikianlah "perdamaian” yang direkayasa, sesunggithnya:
membungkus konflik laten yang pada giliranaya melahirkan konflik: baru.
Ttulah ™ sebabnya, banyak peristiwa  pelanggaran hukum seperti
penganiayaan, pembunuhan hewan dan pembunuhan bersangkut paut
dengan ketidakpuasan warga komuniti terhadap pola dan mekanisme -

"'penyeie aian yang ditempuh oleh lembaga penanganan kasus formal.? 2

~Ada beberapa fakior yang menyebabkan lemahnya arti hukum pidana
dalam k -hidupan masyarakat pedesaan-adat-di Sabu. Pertama karena isi

- dan jiwa p!ei‘aturan'"jra!n'g'fdihasiikan' tidak tumbuh dengan kiasifikasi®
budaya yang berlaku. Pandangau ‘orang luar” tentang manfaat hukum
pidana ‘dalam menjamin kepastian dan ketertiban, tidak diakuitdan
diterima oleh warga komuniti sebagai yang andal dalam menjamin
ketertiban dan keédamaian dalam komuniti, Kedua, lain halnya dengan
hukum' pidana, yang mungkin karena unsur baru yang belum.
membudaya, maka proses ‘sosialisasi nilai-nilai dan norma-norma
budaya~adat ditopang oleh saluran yang kuat nan ketat dipertahankan
oleh warga komuniti® Tidak hanya itu, mekanisme sosial yang lahir dari

 sisterm budi daya dan adaptasi primer warga masyarakat® dengan tingkat
tekriologi yang masih menyandarkan pada tenaga (fisik) manusia, telah
membentuk sistem nilai norma yang khas dalam komuniti sehmgga,

" *Peramaan ini dipakai untuk menyebut lembaga-lembaga birokrasi (desa, polisi, polisi pamong
praja) yang "diberi” wewenang uniuk menangani kasus-kasus yang tergolong kriminal dikalangan,
oran Sabu. Dalam telisan ini sebagaimana yoang penulis pakai dalam tesis, penyebutan populer
untuk lembaga«lembaga tersebut ialah Lembaga Perwakilan Administrasi Negara. Kasus- kasas
pidana yang biasa dilangani lembaga ini adalah kasus pidana selain pembunuhan.

* Tiap orang Sabu selain terikat pada hubungan atas dasar patrilineal (udu), juga terikat pada
keterikatan emosional berdasarkan garis ibu. Tkatan emosional ini mendapat kesempatan pada saat
perayaan menyangkut sikius hidup, Misalnya dalam kelahiran, kematian maka yang divtamakan
dalam pengurusan upacara dan bertanggung jawab menyangkut acara ity adalah kerabat dari pihak
ibu yang bersangkuton. Selsin ftu, karena orang/penduduk Sabu menggantungkan hidupnya pada
usaha tani maka pengarnh kepercayaan Jingitiu (kepercayaan asli Sabu) sebagai sumber u[ama
upacam«upacara adat yang menyangkut usaha tani sangas kuat.

. Hurang lebih 90 9% perduduk Sabu mengganiungkan hidupnya pada ussha fanl
Keterganivngan pada musim, iklim seria [aknologi tenaga fisik manusia menyebabkan orang Sabu
mengerahkan kemampuannya uniuk menguasai fakior-faktor yang berpengaruh 1erhadap produksi
perianiannya dengan mengulamakan dimensi gaib, penghormatar terhadap alam, kepatuhan kepada
pimpinan tradisional (karena sakel), dan kokohaya mekanisme toloag-menolong dan kebersamaan:
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tidak bisa disingkirkan begitu saja.’ Ketiga, tingkat pengetahnan warga.
komuniti: terhadap hukum pidana yang begitu terbatas sehingga tidak
memungkinkan untuk memakainya sccara positif. Begitulah klranya

usaha- ke -arah pembentukan, pembaruan, dan pembinaan. hukum
nasional; sedikit banyak -akan dipengamhl oleh kemampuan k1 )
menyclesalkan masalah-masalah ini.® .

‘Komitmen kita pada.politik hukum pidana, sudah jelas, yaitu upaya '
kearah kodnﬁkasa dan unufikesi, Haluan politik hukum.yang demikian,
dari segi: perkembangan dan kerinduan ke arah modernisasi, apalagi
' 'denganu; radisi hukumy ala civil law yang kita warisi, memang. cukup
dimengerti: Bukan hanya ity, "logika" Wawasan Nusantara menghendaki
hanya ‘ada satu hukum pidana yang berlaku di sciumh_nus&nta_m,
Bukankah demikian ? 4

Memang benar, negara kita adalah negara kesatuan, tapi juga Jangan
lupa.-bahwa di dalam yang be_rkoml_tr_nen bersatu .itu, terdapat
keanekaragaman yang luar biasa menyangkut kehidupan masyarakatnya.
Dari -segi - sosio-kultur, masyarakat. Indonesia termasuk masyarakat
majemuk, bahkan dapat dikatakan masyarakat yang paling heterogen di
dunia. Di sini terdapat tidak kurang dari 50 (lima puluh) kelompok etnis -
dan lebih .dari 300 {tiga ratus) bahasanya yang satu sama lain amat
berbeda. Sistem sosialnyapun begitu beraneka ragam, mulai dari desa-
desa kecil dan terpencil hingga kota-kota "metropolitan” yang besar dan
maju. Dari masyarakat yang tanpa strata sampai pada masyarakat yang
mempunyai susunan yang berlapis-lapis.

Kenyataan obyektif tersebut sudah tentu merupakan kenyataan yang
tidak bisa . diabaikan begitu saja .dalam mengelola dan merekayasa
sebuah sistem hukum pidana di negara ini. Taruhlah bahwa politik
kodifikasi dan unifikasi hukom pxdana dilihat sebagai konsekuensi logis
dari prinsip legalitas-lex certa,” yaitu demi menjamin kepastian,

; Eai;di.iigk_é::a dengan Satjipto Rahardio, Perkembangan Hukwm & Indenesia dijelaskan dari St;&'ie;
Perkembangan Masyerckalnya, ( Jakaria : Ghalia, 1982), hal. 84.

§ Penulis kirs, cukup banyak kasus yang bila diteliti secara cermat sesungguhnoya bersangkut paut
dengan kondisi riskan itu. Untuk disebui saja misalnya : Kasus Ruteng. Kalau boleh dikatakan kasus
tersebut adalah khas permasalahan tata hukum di Indonesia. Seperti dikatakan Paul Bohannan,
antara hukum dan  kebiassan selalu hadir dalam  persaingan, baik hukum yang akan
menekan/mengingkari kebiasaan atau sebaliknya.

T Prinsip lex certa menghendaki perumusan yang ketat, jelas vis a vis perumusan karet dari suatu
undang-undang.

W
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kejelasan ‘dan ketertiban hukum bagi setiap orang. Lalu baga:manait
denigan rakyat atau penduduk yang tmggai di pedesaan, dengan volks:
gemeenschappen nya- vang khas itu ? Apakah dengan panghapusan“-
secara formal terhadap institusilembaga Swapraja, serta merta
menghapuskan peranan nilai, norma dan lembaga pendukungnya secara.
nyata’ Apakah pengaturan lewat hukum pidana memang -dapat
manghasﬂkan ketertiban, keteraturan serta keadilan secara nyata dalam:
amuaniti? ‘Fasus Sabu akan dijadikan sebuah repungan terhadap pohcy.;.

- Mungkin‘ada yang bertanya, apakah pada tempatnya, hasil studi pada
suatuiwilayah (adat) tertentu diangkat menjadi isu yang seolah-olah
perlu mendapat perhatian secara nasional ? Bukankah seperti ternyata -
diatas bahwa masyarakat Indonesia begitu pluralistik sehingga kasus:
pada‘suatu komumniti tertentu tidak mungkin mewakili - pergumulan
masyarakat ' adat lain yang tersebar di nusantara ini’ ? Lahu apa
relevansinya penulis toh mengangkat kasus Sabu seolah-olah sebagax
kasus yang berdimensi nasional 7 =

‘Ada tiga alasan yang mendasari pertimbangan penulis. Pertama studi-
ini ‘adalah “studi antropologi terhadap hukum, ‘dengan obyek kajian’
adalah kehadiran hukum pidana pada masyarakat (adat) di Sabu, Premis
yang mendasari studi ini adalah bahwa masyarakat yang menjadi sasaran
pengaturan hukum pidana bukanlah "bejana” yang kosong. Mereka tidak
kurang ‘dari satu komuniti yang sedikit- banyak bersifat mandiri.-Ia
merupakan pola hubungan yang tertib dengan realitas dan objektivitas’
tertentu yang bersifat mandiri pula vis a vis anggota-anggota dari
kelompok yang bersangkutan® Ya, mereka adalah suatu kolektivitas
yang ‘relatif bersifat swasembada, melalui mana anggota-anggotanya’
dapat memnuhi kebutuhan-kebutuhan baik individumaupun kelektif,

Jelasnya, mereka memiliki sistem nilai, norma, teritoir, kepemimpinan
serta sistem hukumnya sendiri. Sistem itu telah teruji dan diterima
sebagas. yvang 4mpuh dalam kerangka sejarah kuitur lokal mereka,
Pendek kata, institusi itulah yang mendukung warga komun‘m dengan
motivasi sebagai stimulus yang memberi makna serta legitimacy bagi

® Dalam Bka Darmaputera, Pancasila : Identitas dan Modernitas Tinjauan Etis dan Budaya.
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tindakan mereka, baik individu maupun sosial® Itulah sebabnya bagi
mereka kebenaran dan keadilan, demikian pula kepastian dan ketertiban.
"tidak: periu” diintrodusir. Bagi mereka, semua itu sudah ada dalam, .
institusi ‘'yang mereka miliki. Walaupun mungkin menurut "orang luar® '_

hal-hal tersebut perlu dibawa dan dijamin oleh hukum.

~Kedug, apa yang terurai di atas merupakan ciri umum dari suami

masyarakat sederhana/tradisional di mana saga Maka dari i, tidaklah

salah kalau ‘kita katakan bahwa dewasa ini, masyarakat-masyarakat.
_tradisional* menghadapi -masalah: pokok yang sama, yaitu upaya.

| 'mempertahankan identitas untuk diakni umum sebagai sesuatu yang

penting di tengah-tengah arus modernisasi. Upaya itu tidak kurang dari.
suatu: penegasan sosial mengenai dirinya sendiri sebagal "suatu” yang

tidak boleh dipandang remeh.

“Ketiga, Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika : berbeda- beda tetap{.
satu jua." Itu bermakna, berbicara tentang Indonesia, tidak tepat hanya
menekankan pada satu segi, baik hanya kesatuan maupun hanya

keragamannya. = Baik kesatuan maupun keragamannya harus
diperhitungkan dalam setiap analisa kita. Yang menyeluruh tidak dapat

dengan tuntas dijelaskan oleh bagian-bagiannya. Sedangkan bagian-

bagiannya :tidak dapat dijumlahkan begitu saja untuk mencakup yang
menyeluruh. . Baik  yang menyeluruh  maupun bagian-bagiannya

mempunyai - struktur, - sistem maupun dinamikanya sendiri-

sendiri.Walapun demikian antara keduanya memiliki keterhubungan dan
ketergantungan.!

Oleh karena itu, metode pendekatan mikroskopis dari Clifford Geertz
dengan segala keterbatasannya dipandang sebagai metode yang cukup
memadai untuk menjelaskan sistem budaya Indonesia dengan adil dan

* Menuret Theodore M. Steeman,pa yang secara formal membentuk sebualh masyarakat adalah
penerimaan umuim oleh semua anggota masyarakat lerhadap sebuah pola tingkah loku yang normatif”
Selalu didasari pada kesadaran tentang sesuatu yang bersifat harus das sekaligus dipandang cukup
mulia unink diperhatikan untuk menuntut kesetiaan dan ketaatan kita, hhat pula Eka, Ibid, hal. 8.

' 13 Bali kenyataan bahwa Indonesia adalah sebuah kepulauan dari segi linguistik dan rasial
kecuali Irian dan pulav-pulau sekitamya, dapat dikatakan bahwa panduduk Indonesia mempunyai
akar rasial yang sama yaitu kelompok Deuterc-Melayu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika
mencerminkan tekad untuk bersatu dari sebuah masyarakat yang mungkin paling heterogen di
dunia. Tekad untuk bersatu iiu sesungguhinya cermin dari adanya ciri budaya vang sama dibalik
kemajemukan yang menyolok, lihat Eka, Ibid., hal. 13.

" Pemahaman yang cukup memadai perihal masalaf ini dapat dibaca dari bukunya Eka
Darmaputera diatas,
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sezmbang Metode ini bermakna : Untuk ‘menemukan bagaxmana
pémahaman yang parokhial menyumbangkan sesuatu bagi pemahaman
vang komprehensif Dengan analisa ini, sama sekali tidak’ boie‘-a
beranggapan bahwa "bagian" (d.i. Sabu) adalah bentuk kecil’ dar
*keseluruhan” Indonesia, atau bahwa "keseluruhan" adalah bentuk besar
lari ”bégzan Pendekatan mikroskopis bukanlah suatu cara berp;k;r.,
seolah-olah ‘seluruh ‘samudera dapat dipahami melalui penelitian
terhadap’ secangkir “air laut, apalagi tempat yang dipelajari bukaniah’
- obyek-studi. Kita tidak mempelajari Sabu, kita’mempelajari didalam -

/ Sabu. Salah satu langkah yang paling menentukan didalam pendekatan
ini ialah; ‘menentukan obyek studi yang kita anggap paling mungkin
dialami secara umum {d.i. masyarakat-masyarakat adat). Itulah sebabnya®
ketika penulis berbicara tentang Sabu, tidak lain berbicara tentang
masalah” yang ada di Sabu yang mungkin juga dialami - oleh
masyarakat/komuniti adat lainnya, Jadi, ketika penulis melakukan studi
komuniti di Sabu, dipilihlah hal ikhwal kehadiran hukum pidana di sana
sebagdi ‘obyek studi. Yang menjadi pusat perhatian dalam studi ini
adalah bagaimanakah, atau lebih tepat apakah hukum pidana terjalin ke
dalam jaringan interaksi sosial masyarakat sasaran 7 Apakah norma-
norma seria pranata dar hukum itu merupakan sarana pengatur
masyarakat yang bekerja baik atau fungsional ?

‘Gejala yang penulis temukan ketika melakukan studa pendahuluan
adalah (1) Kepastion dan ketertiban yang ditawarkan oleh hukum pidana
idak segera diterima sebagai stimulus yang mendorong warga komuniti
uniuk mendapatkan manfaatnya. (2) Aparat yang menangani Fkonflif tidak
dapai dengan tuntas menyelesaikan konflik yang terjadi diantara para
warga. Bertolak dari fenomena di atas maka pertanyaan dasar yang patut
diajukan adalah, mengapa demikian ?

Dalam. studi lapangan ditemukan bahwa unit-unit, struktur—stmktur,
danmekanisme-mekanisme hukum pidana tidak/belum terserap ke
dalam kerangkd mormatif dari persekutuan masyarakat yang menjadi
sasaran pengaturan. Hukum pidana dengan sistem yang rasional dan
kompleks, baik dalam norma maupun lembaganya, bahkan cenderung
semakin berkembang ke arah peningkatan diferensiasi, menyangkut :
kriminalitas, kulpabilitas serta treatment atau jenis sanksi yang dipakai;
belum/tidak bisa diterima atau diserap oleh kehidupan sosial kultur-

¥ Eka, /bid, hal 48,
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masyarakai sasaran.” Itulah sebabnya kehadiran hukum pidana telah
menimbulkan disintegrasi tertentu dalam komuniti.** Persepsi * 'orang
tuar": ‘tentang manfaat hukum pidana tidak mungkm tumbuh dengan_.
kerangka sosio-kultur mereka.

.. Melalui: pelacakan terhadap Klasifikasi abstrak yang berakar dalam
_ buc’:aya komuniti, dianggap akan membantu memahami apa yang "sudah
ada" (d.i. kerangka normatif komuniti}dan bagaimana "yang baru" (d.i.
hukum pidana)dapat ditempatkan secara diterima.Cara yang dipakai
‘dalam upaya memahami kerangka normatif dari persekutuan masyarakat.
yang diteliti adalah, berusaha masuk dalam dunia konseptual mereka;
vaitu nilai-nilai, konsep-konsep, gagasan-gagasan melafui mana dengan
apa.mereka hidup serta memahmi baik pengalamannya sendiri maupun
"dunja” di mana mercka hidup.”® Dan cara yang terbaik untuk
memahami dunia konseptual itu adalah dengan menelusurinya melalui
gistem..religi mereka, Secbab,religi seperti dipahami Steeman, adalah
sesuatn yvang memberikan seseorang "makna" hidup yang paling tinggi
dan menentukan pola dasar bagi seluruh kehidupan, serta menentukan

¥ Dalam kondisi yang demikian, kelembagaan informal berdiri sébagai variabel yang
menginterupsi (intervening variables) terhadap pelaksanaan/penegakkan hukom pidana. Menurut
Satjipio Rahardjo, sistem hukum yang beriaku sekarang sebagai hukum modern belum ditunjang
oleh suatu pertumnbuhan masyarakat yang sesuai dengan tuntutan hukum moders itu. Akibatnya,
penafs:rampena{snran serta prakiek-prakiek yang keliru dari rakyat terhadap hukum itu besesta
lembaga- lembaganya Lihat §. E. Sahetapy, Fausa Kejahaian dan Beberapa Analisa Knmmo@zﬁ:
19811 '85-86."

Rt andxan sepcrli ini, walaupun mungkin dalam konteks yang berbeda sesual benar dengan
teori Parsons': Kompleksitas yang semakin berkembang dar sustu sistem yang mengalami
diferensiasi dan peningkatan akan melahirkan persoalan integrasi. Secara umum masalah ini hanya
dapat “diaiasi ‘dengan- memasukkan (inclusion) unit-unit, struktur-struktur dan mekanisme-
mekanisme yang baru ke dalam kerangka normatif dari persekutuan masyarakat yang bersangkutan,
Dalamy The Systemn of Modem Societies Eng!eweod Cliffs, Prentice Hall, 1971, p. 27, Eka
Darmapuiera Op.cit, hal. 10.

B QOleh Bka Diarmaputera, cara seperti int dinamakan pendekatan Analisa Budaya yaitu upzzya
memahami dan menjelaskan "logika” tingkah laku sosial dari suatu kelompok tertenin dengan asumsi
batwa dibalik setiap tindakan {individy maupun sosial) senanfiesa ade suatn “sistermn makna’ yang
melamrbelakangmya (Eka, Ibid, hal 143); Pengalaman hidup seseorang, hubungannya dengan diri
sendiri, orang tuanya, saudaranya, dan orang yang dihormalinya, pendeknya, pengalaman hidup
seseorang dalam kelompol jauhava lebih penting dari pada aturan yang datang dari luar, terutama
dalam menjawab tiap tantangan. Apakah ia akan menyesnaikan diri ataukah akan bertahan tidak
menyesuaikan diri. Jawaban terhadap tantangan ini, dilakukan berdasarkan pengalaman hidupsnya
yang berorientasi pada budaya. { Margareth Mead, Culiure Patternis and Technical Change, The New
American Library of World Literature USA Inc. 1960: 14-20).
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'bagaamana seseorang memandang dirinya sendiri serta keh:dupanny e

" ‘Menurut. Weber, bidup manusia dan seluruh - tindak-tanduknya.

sesunbguhnya ditandai oleh suatu upaya pencarian makna yang terus

menerus. Tindak-tanduk atau tingkah laku {individu maupun scsialy

e _urutnya, senantiasa beronentasa pada "makna" baik dlsadan mau
s YA

Cyaite mengapa Warga komuniti bertingkah laku tertentu terhadap hukum"
-pzda‘na adalah menelusurinya lewat sistem religi mereka.”
‘Pandangan dunia orang Sabu adalah totalitas. [a melihat semu_'

kenyataan  yang tampak maupun tidak, yang sekarang, yang silam
ataupun yang akan datang sebagai bagian atau malah emanasi dan satu'-
kesatuan yang menyeluruh yang disebut Deo Ama.” 5

“Semua sektor kehidupan saling terhubung dengan eratnya sehmgga.

tidak ada satu tmdakan dalam satu sektor yang tidak mempunya1

e I,ahal daiam Eka, op. ¢it,, hai 65,

” Ib:d hal 73.

Menurut Parsons, tindakan mdmdu pertama-tama bukanlah mezupakan sesuatu kelakua;a
b_' 'ogxs me!amkan suatn kelakuan yang bermakna. senap orang mempunyal apayang dmamakaa
penlaku yaitu suaty iotalitas dari gerak motoris, persepsi, dan fungsi kognitif manusia. Salah satu
unsur perilakuadalah social action yaity, gerak Yang terikat pada ! usaha mencapai tujuan yang
terjadi pada situasi tertenty, diatur oleh kaidah-kaidah tertentu dan berdasrkan motivasi-motivasi.
tertentu. Singkatnya, setiap sistem aksi atau tindakan selalu mempunyai empat dimensi yaitu :
kultural, sosial, psikologis dan biclogis. Lihat Talcott Parsons, The Social Systars., (Mew York : The
Free Press, 1951).

¥ Yang dimaksud adalah melalui mites, rlms dan etika. Melalui mitos religiusaya, scscorang
mengeﬂa! cl;rnya sendiri ‘dan tempatnya di dalam alam semesta; melalui ritus-ritasnya ia
melaksanakan atan merayakan pemahaman diritersebut melalui lingkah laku ekspresifnya seka!:gus
memperbaharui iekadnya uniuk mewnjudkan didalam hidupaya pemahaman yang esensil mengenai
siapa dia sebenarnya; sedangkan etika religiug merumuskan cara hidup yang hars dijalani uniuk
'ncnyvsuaskan dengan hakekal manusizwi yang dlpahammya itu. Lihat Eke Budidarma, Op.cit. hal.
65 R .

% 'BMenurut mitologi Sabu Deo Ama (Dea Bapak) inilah yang menjadi sumber/pangkal dari
manusia, tembub-twmbuhan, hewan, disamping gejala-gejala alam seperti hujar, petir dan lain-lain
Orang Sabu menempatkan arti yang lebih penting tentang hubungan genealogis tokoh Deo Ama
dalam kapasitasnya sebagal tempat manusia menggantungkan harapan tidak terlepas atau terpisah
darl sifat-sifel dan geiala-geiala alam,
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dampak terhadap sektor-sektor lain. Penggarapan tanah misalnya, tidak
dilihat sebagal unit tersendiri dengan tujnan untuk memenuhi kebutuhan
belaka, tetapi diwarnai oleh pola kultural yang lebih luas, dan senantiasa
harus. tunduk pada fungsi rehgms yang lebih Iuhur.® Pengaruh yang
dominan dari yang supranatural ini, menycbabkan sebagian besar.. dari

%«:ehidupan rutin sehari-hari terarah kepada mentaati secara tepat: dan_

'ritua}. funfutan-tuntutan yang bersifat ilahi.
Deo ‘Ama, adalah semua di dalam semua. Ia tidak hanya menunjuk
_pada pangkal segala sesuatu, tetapi juga bahwa segala aspek kehmiupan

" “harus “diatur menurut klasifikasi serta sistem yang ditentukan secara

ilahi. Oleh karena Deo Ama adalah semua di dalam semua, maka
kesatuan dan kebersamaan serta keselarasan, amatiah penting, Dan oleh
karena.ketiga hal itu sangat penting, maka ketertiban dan kedamaian
hubungan - adalah  tugas manusia yang paling uvtama untuk
memeliharanya. Ketertiban dan kedamaian tidak diciptakan, ketertiban
dan kedamaian telah ditentukan. Manusia hanya boleh memeliharanya.
-Pada tingkat operasional, kesatuan yang bersifat monistis dan mistis
itu, diwujudkan melalui "Yang memiliki"dan "yang dimiliki“. Cleh karena
itu, pandangan dunia orang Sabu adalah totalitas, dualistis dan hirarkis.

Pandangan dunia yang dualistis dan hirarkis itu tampak pada
pandangan mereka bahwa kesatuan dan keselarasan seluruh alam
semesta itu ditopang oleh interaksi yang terus menerus antara "Yang
memiliki" dan "yang dimiliki" itu. Yaitu misalnya, antara makro dan
mikro kosmos, manusia-hewan-tumbuhan dengan para leluhur, Mone
Ama® dan Ana Rai® dan sebagainya. Dua subjek itu selalu ada dalam
ketergantungan, oleh karena itu keharmonisan hubungan merupakan
syarat berlangsungnya interaksi. Hal ini misalnya nyata dalam pandangan

LA Informam lebik lengkap dapat dibaca pada bahan tesis penulis yang sudah disebut; Buku Nico
L. Kana, Dunia Grang Sabu, 1983; tesisnyz P.J, Radja Poxo, Budaya dan Inovasi Pertanian, Program
Pasca Sarjana UKSW Salatiga, 1990.

“Mone Ama (yang bapa) yang merupakan dewan imamat yang memimpin upacar-upacara adat
di Sabu yang meliputi wrusan kegiatan pertanian ladang di musim hujan, keglatan penggarapan
lontar pada musim Kkemaraua, wrusan menghapus segala hal yang negatif, mengawasi
berlangsungnya scgala sesuatu seswai dengan ketentuan sambil mengamati segala gejala
penyimpangannya, dan lain-lain. Dewan ini hanyalah bayangan atau wakil mahluk-mahluk halus
yang iahi.

® Ana Rai (enak megerd) adalah warga komuniti selain sesepuh adas,

-
b
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perayaan?s "
"escras;an aiam semssia dipehhara meiaim ketaatan kepada ner‘

pengetahﬁén mereka, tetapx juga daiam tindakan kesehanannya, yaxtui’:-
melalui upacara. Sebagai contoh, dalam usaha tani yang metupakan
sumber penghzdupan utama {adaptasx pnmer} para warga, semua taliap,”
“piulaiidari penyiapan lahan hingga penyimpanan di lumbung, dilakukan
dengan upacara lepas upacara, yang pada intinya adalah memohonidan
merayakan perpaduan cinta ilahi sebagai’ syarat terjadinya kesuburan’
dalam negeri. Ttulah sebabnya di antara para warga selalu diutamakan
hubungan yang mencerminkan’ kesatuan dan kedamalan demr
kelangsungan hidup mereka: : - s j /

- Daiam konteks seperti ini kita dapat memaham1 mengapa’ dl kalangan’-.
orang Sabu sangat tcnkat pada pola perkerabatan sepem o udu :

a2 Dalam calatan chtor I. Tanya, "Se!nruh Sceaknfan rehglus budaya orang, Sabun mencapat_;
puncaknya pada har-hari dalam sebulan dikala bulan berpadu dengan mentari, Ini terjadi bigsanya;
pada bulan purnama-penuh. Pada waktn itu di siang hari orang Sabu mengadu ayam. Ayam yang
kalah dibagi-bagikan kepada penonton dan sebagian dagingnya dipersembahkan kepada dewa-dewi.
Di malam hari, di kala bulan pumama, pada saat yang istimewa itu orang Sabu terlibat dalam satu
tarian bernama Pedoa. Tari ini dilakukan oleh pria dan wanita yang saling merangkul punggung':
dalam bentuk lingharan... kesemua upacara ini tidak fain adalah pengungkapan rasa syukur orang
Sabu atas hasil’ panen dan'ternak yang diakibatkan adanya perpaduan cinta aniara dewa surya dan
dewi rembulan”.’ (Viclor 1. Tanya, thup aru Indafz ‘Refleksi 171.,01@::: Tentang Hidip Melalm'
Tulisan dan Renungan, 1686 47). g

¥ Ioid.

¥ Udu merupakon pengelompokkan dari sekelompok orang yang menganggap dum,m
selatnrunan berdasarkan eans lelohur lelaki dan memiliki kawasan tanah kompaal.
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“wini?, ‘1ae® dan rai®. Semua pola tersehut berkiblat pada usaha
-mempe;tahankan kesatuan . .dan. kedamaian, . yang didalamiya -
- mempertahankan - kesatuan dan - kedamaian, yang  didalamnya
‘diperthankan etika : kebersamaan, kasih.dan persaudaraan. Ya, hal
ikhwal hubungan di kalangan orang Sabu, sarat denga norma—narma'
_ _bu aya seperti & Menghormati - dan. tunduk . pada sesepuh . adat,
S m ghormam yang senior dalam kerangka hubungan udu, wini, rae. an
- 1ai, keharusan menjalankan uku® dan menjavhi konflik,

~ dilatarbelakangi oleh paling tidak tiga meotif dasar : (i) Motif reﬁngnus,:
kekompakan diantara warga merupakan syarat dxlakukannya upacara
‘gecara - ianggeng Karena ‘Mone Ama . merupakan pimpinan yang
mempunyal kharisma “dalam, memimpin - upacara-upacara - yang
menyangkut hidup seluruh pendnduk maka sesepuh adat tersebutlah

yangsangat-disegani oleh Ana Rai. (i) Motif budaya, orang Sabu sangat

malu bila dicap sebagai do hada keballi {adat terbalik-tidak beradat);.
yaitu.orang yang tidak bertindak atau beretiket secara Sabu. (iif) Motif
praktis;-orang merasa tidak berarti kehadirannya, bila warga lain mdak
menghargaj -kehadirannya sebagai orang: Sabu. .

Kehadiran hukum pxdana di Sabu mendapat tantangan dan "yang'
lama’:{Hal: ini bukan saja karena kehldupan sosial masyarakatnya yang
disana sini begitu tradisionalistis dan jarang melakukan kontak intensif
dengan "dunia” luar, tetapi juga karena nilai-nilai kultur yang mereka
anut (religi) tidak tumbuh dengan "yang baru".

Paham atau pandangan tentang kharisma seorang pemimpin menurut

¥ Wini merupaken identifikasi kewargaan orang Sabu dalam/menurut garis perempuan,. Relasi
antara anggota-anggota yang telah dipisahkan oleh kewargaan udu, masing-masing dijalin kembalt
dan diperteguhkan dengan upacara- upacara yang dllai-.ukan, yang d:da!amnya d:mwrkan susunan
hnhungau bcrdasarkan gans perempuan. : :

B Rae mcrupakan pengelompokkan bebarapa warga beberapa warga berdasarkan | gansf:'
gcﬁealogis patnlmeaj yang berd:mens1 temona! Rae mcrupa[\an tempat udu tertentu. -

= Rat adalah kcsaiuan 1anah atay wﬂayah dan Lemasyarakatan d:tmgau dari scg; pembaglaa .
arcal geograf 5, pcngalompokkan penduduk menjadi ; do habba (orang yang mendiami Habba), do
dimu ( orang yang mendiami Dimu), do lire (yang mendiami lize), do mehara (yang mend:ami'
mehara).

* Uku merupakan ketentuan adat kebiasaan, termasuk di dalamnya upacara-upacara,

"% ihat, catamn ‘kaki nomor 22, _

Jeaha: mempertahankan etika-etika. tersebut- dikalangan orang Sabu,__;
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' budaya, begiiu unik. - Mereka  mengldasifikasikan - "bobot™ se@rangfi -
. pemimpin-dalam kerangka kharismaa secara uku, Pimpinan atau sesepuh
-adalah yang mampu menjalankan-uku rai, arimya yang mengetahui dan
betkharisma dalam memimpin upacara. ¥a, ia harus seorang keturunan
imam,’ ‘harus mengetahuiitata cara-upacara, mampu atau berkharigma
~untuk mengucapkan bahasa para leluhur yang tergolong keramat dan.
_ “panas A serta harus oerimdak sebagm bapa—m@lmdungx bersamwsa‘naf'

"ganan ;kenﬂik (pidana) d1 kaiangan orang Sabu dewasa
‘se ﬁnu_'nya ditangani oleh-lembaga  perwakilan’ admmzstrasx negara;
sesepulradat sama sekali tidak diberi.wewenang untuk itu. Bahkan para
sesepuh adat bersikap tidak mau menangani secara bersama terhadap
suaty kasus yang telah ditangani cleh pejabat formal, kecualikasus
tersebut diserahkan- sepemhn‘ya kepada mereka: Karena kondisi yang
demﬂmn, maka “perdamaian” yang diusahakan oleh pejabat formal di-
sana, hanya semacam rekayasa dari suatu persaingan kepentingan, sering
tidak mencapai kata sepakat, terjadi jalan buntu dan akhirnya terpaksa-
berdamai.?® Alhasil konflik tetap terbungkus oleh "perdamaian” yang
direkayasa-itu sehingga bermuara pada konflik-konflik baru yang muncul

silih berganti.”

Pengenaan sanksi atas dasar penentuan kesalahan para pihak, sangat
bertentangan .dengan: norma budaya mercka yang mempantangkan
penudingan kesalahan. Bagl ‘mereka penudingan kesalahan terhadap
seorang pelanggar akan melahirkan konflik-konflik baru. Konflik ity
"panas!, .oleh karena itu untuk menghilangkannya perlu _upacara
"nendinginan” yaitu dipangku }(embah secara adat di bawah pimpinan
Mone Arna. Penghapusan yang "panas’ itu, bukan dengan menghukum

“#241al ini terjadi karena ada dominasi forum. Selain itd para warga enggan dan masih asing
unih membawa kasus mereka kepada forum-forum yang pelundi kenalnya Dalam Lonteks seperti
ini maka relevan untuk direnungkan catatan dari Kongres PEB ke enam mengenal The Prevention
of Crime and the Treatment of Offenders, yaitu ketiadaan konsisiensi antara undang- -undang dan
kenyalaan merupakan falior kriminogen; semakin jauh undang-undang bergeser dari perasaan “dan
nilai-nilal yang hidup di dalam masyarakat maka semakin besar  ketidakpercayaan akan
kéefekiifannya Begitulah Stanley Diamond pernah berkaia bahwa: .. the faws... are unprecedented...
they ‘arise'in opposition 10 the customary order of the antecedent }cm or kin-equivalen: groups, fkey
repmse:zr a e set of social goais pursued by a new unaticipated power in sociefy. i

3’In;1ah salah sain bentuk disintegrasi sebagai akibat kehadiran/operasionalisasi hukum pld'ma
di Sabu. =
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si'pelanggar, tetapi ketika dilakukan upacara pengusiran rue (=aib)
Begitulah metode ganti rugi yang biasa dipakai oleh lembaga formal
tidak. dapat menyelesaikan konflik di antara para pihak, sebab dengan

cara demikian, konflik belum terselesaikan. Penghapusan kesalshan

bermakna penghapusan konflik, yang hanya terwujud bila/ketika upacara
pexagusuan aib dilakukan. Di kala itu pula Mone Ama memangku

kembali si peianggar.
Dari sernua uraian di atas, dapatlah dikatakan bahwa masalab utama

dalam -pembangunan hukum, bukanlah bagaimana menciptakan

perangkat ‘hukum yang lengkap, terperinci serta uniform,” tetapi
bageimana membuat agar dengan kehadiran peraturan-peraturan
tersebut. warga masyarakat merasa terayomi dan tidak diperlakukan
secara’ sewenang-wenang atau tidak adil® Masyarakat sederhana
seperti halnya masyarakat adat di Sabu adalah masyarakat yang lingkup
spasial fisiknya begitu terbatas. Di samping itu kerangka kehidupan
sosial kuliurnya yang di sana-sini menampakkan tradisionalitas yang
begitu mencolok, akan menemukan dirinya begitu terasing ketika sistem
"modern” beroperasi. Bagi mereka, apa yang kita sebut hukum, lebih
merupakan jaringan hubungan antara anggota komuniti berdasarkan

¥ Upacara ini dilakukan di bawah pimpinan Rue (= aib - malang - dosa), adalah pimpiran
upacara yang bertanggung jawab melakukan penghapusan hal-hal yang mencemarkan neger dalam
hal.ini yang melanggar ketentuan adat.

¥ Konstruksi berpikir seperti ini dapat dibandingkan dengan pernyataan dari Paseal Pensees,
"Cutdtural or Custom is second nature wich destrays the former..." People believa that truth can be found,
and that.is exisis:in law and cusiom...and take their antiquity as @ proof of their uh®. "There is neither
tuth nor  justice to intreduce into them. Custom formed its own ground and established its owr
rafionale and legifimacy”. (Ben Mboy, dalam Suara Pembaruan, 21 Mei 1991). Dalam konteks in
pula tepat pula untuk direnungkan ketika Carpentir Aling berkata : "Agar dapat sepenuhnya
disebut nasional, suatu (kitzb) undang-undang hukusy pidana tidak saja harus bernafaskan jiwa
nasional dalam asas-asas dasarnya, tetapi (kitab) undang-undang pidana itw dalam perentirannya

dan perumusannya mengenaj perbuatan-perbuatan pidana harus juga berdasarkan pada kehidupan

nasional dari rakyatnya, (dan) menyatakan tidal adil terhadap tiap perbuatan yang dalam
masyarakat itu dianggap tidak adil’, lihat dalam 1B, Sahetapy, " Beberapa Asas Dalam Rencans
KUHP Baru", Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana, di Kupang 30 Juk-19 Agusms
1929, -

% Pada tempatnya pula untuk direnungkan prinsip Sobural dari Sahetapy, yaitu harus rasional,
logis dan dapat dipertanggungjawabkan dalem kerangka nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan fakior
struktural masyarakat. Bandingkan dengan Lawrencs Friedman ketika ia berkata bahwa nilai-pilai
dan sikap-sikap anggota masyarakat terhadap hukum merupakan semacam motor penggerak yang
menghidupkan sistem hukum yang bersangkutan. Tanpa motor penggerak tersebut, pranata hukum
itu akan menjadi lembaga yang mati belaka, lihat Friedman, Legal Culiure and Secial Development,

A
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nilai-dan norma yang sama-sama dipahami dan dihayati dalam keunikan
sejarah kultur mereka. Itulah sebabnya sistem "hukum" yang dipercayai
oleh ‘mereka adalah "hukum- yang : bangkii dari- da}am, dan kareqa
pergumu&an mereka: sendiri.. :

“:Kondisi di atas, sungguh merupakan beban berat bagi pcnegak hukum
Ya ‘antara menegakkan ‘peraturan perundangan, dengan nilaiznilai
hukum yang hidup dalam komuniti.Menurut saya, penegasan UT).No:
14/1970 tentang penegakan hukum dan keadilan sangatlah mendasar dan
. menyentuh substansi penegakan hukum di Indonesia. Betapa tidak,
redaksi pasal 27 ayat 1 menegaskan : "Hakim sebagai penegak hukum
dan keadilan wajib_menggali, mengikuti dan memahami mlabmlaz
hukum yang hidup dalam masyarakat”,

Para penegak hukum (di. hakim) tidak boleh menekankan secara
ketat pada ketentuan perundang-undangan . seperti Amerika
Serikat,”’ dimana pengadilan/peradilan adalah-untuk. hukum (UU) dan
bukan untuk keadilan. Hakim harus peka dan cermat, dapat membaca
apa yang tersurat maupun yang tersirat dalam kalbu rakyat. Dalam
kondisi berpikir seperii ini, maka sesungguhnya pekerjaan. seorang
penegak hukum, bukanlah pekerjaan tukang sablon yang comot sini
comot sana sehingga tidak jarang terjadi/adanya "pencunan hukum daryi
rakyat, ataupun mencuri rakyat dari hukum". ‘

Dalam konteks. Indonesaa terutama peri kehxdupan sosio-kuliur
masyarakatnya yang begiti beraneka kehadiran hukum tertulis jangan
didasarkan pada pandangan sepemhainya di AS. Bagi kita, penegakkan
hukum (UUY tidak dengan sendirinya mendatangkan keadilan. Atau
dengan katalain, dalam hal penegakkan hukum, selain harus memberi
kepastian hukum lebih dan ity, ia wajib menjamin keadilan. Dan
justeru keadilan - *ersebut tadak dengan sendirinya | terdapat dalam
hukum, meiamkan ia berakar da]am nilai-nilai hukum yang h;dup dalam
masyarakat. L

Kalau ' begitul, adat keblasaan termasuk chdalamnya hukum adat

¥ Seperti dikatakan Hekim Besar Oliver Wendell Holmes yang terkenal itu @ "The Supreme
Court is mot a court of justice, it is a court of law", Lihat Sahetapy , Op.cit., hal. 21. Di dalat
prakiek pengad;ian di Indonesia, orang berbicara scsama penegak hukum {polisi, jrksa, pengacara'
dag hakim) untuk bersama-sama mencari kebenaran materil, visa vis bukan hanya menjadi comng
undang-undang.
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merupakan pelengkap nan sejajar dengan hukum: tertulis.® Hal -ini
bermaknpa- pula bahwa hukum di-Indonesia bukanlah yang menurut
orang- !uar, tetapi hukpm yang mengatakan tidak adil terhadap tiap
perbuatan yang dianggap tidak adil dalam masyarakat. Ya, hukum yang
berdasarkan jiwa dan kehidupan (nasional) dar rakyatnya. Di sinilah
letak::makna  keadilan dalam penesakkan hukum di Indonas;a.
Bui{ankah begatu ? Semoga tidak salah L e

BEAEFR

Selah satu Baczan utsma serjana dan mahasiswa hukum Indeness. -

Kerangen-famangan HMukum
“Yurisprudens dm
‘Komentar -
Tirmbangan Bukn
Berita Kepustakaan
“ Fak. Huburm Dalam berits
i Wawancara :
-8 Parlementaria

. Kronik
‘Peratuzan per-undang2-an
Komentar & pendapat.

* Itulah sebabnya Lon Fuller benar, ketika ia berkata t"...we cannor understand “ordinary® law
{that is officially declared, or enacted law) unless we first understanding of what is called "customary
law®, Lihat dalam Supasyati Hariono, Perpektif Politik Hukum Nasional : Sebuah Pemikiran)..
Undang—undang parn dikatakan hokum, kalau isi undang~undang itu sesuaiftidak bertentangan.
dengan kesadaran hukum pergaulan. hidup manusia dimana undang-undang itu berlakm, lihat
Sudiman Ka.rlohadxpmjo. Hukum Nasional : Beberapa Catatan, 1968 1 40. .






